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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan kota baru yang berkembang dengan pesat yang

berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Ibukota Jakarta dan sekaligus berfungsi sebagai daerah

pengembangan sektor industri, perdagangan dan pemukiman.

<br><br>

Namun kemajuan dan perkembangan yang pesat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang kurang diimbangi

dalam hal penyediaan layanan perkotaan bagi warganya. Sebabnya adalah karena adanya berbagai kendala

yang dihadapi pemerintah kota, seperti dana yang kurang memadai dan keterbatasan kualitas aparatur

pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan dan

pengelolaan layanan perkotaan tersebut.

<br><br>

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan dan pengelolaan layanan

perkotaan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas, terutama bagi

masyarakat yang berkepentingan terhadap ketersediaan layanan perkotaan tersebut.

<br><br>

Hasil analisis SWOT terhadap kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam hal penyediaan dan

pengelolaan layanan perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan menggunakan konsep

BOT dan kerjasama yang komplek dapat terus dijalankan karena bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh

karena itu kerjasama yang demikian dapat dikembangkan pada sektor layanan perkotaan lainnya sebab dapat

melahirkan sinergi yang memberikan dampak luas bagi kepentingan masyarakat.

<br><br>

Keberhasilan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan layanan perkotaan

sangat bergantung dari upaya-upaya penyempumaan berbagai perangkat hukum yang dapat dijadikan acuan,

transparansi dalam pengelolaan dan adanya pandangan yang lama dari pihakpihak yang terlibat yang tidak

hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi harus diimbangi dengan aspek sosial dan budaya.
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